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Kehidupan ketatanegaraan indeonesia pasca relomnasi dan Perybahan UUD 1945 telah memberfan
warna yang dnamis dalam ketatanegaraan indonesia. UUD 1945 yang dulu di mass Orba ‘disakrakan’
fedah rnengahw perubahzn yang sangal fundamental. Hasil Perghahan UUD 1945 pun banyak mengaroos
prinsip-prinsip baru galam bidang ketatanegaraan, misalnys, pemisahian kekuasaan, checks and balsnoes,
dan demokratisasi.

Salah saiukesepakatan MPR dalam melakuian perubahan UUD 1945 yakei tidak merubah Pembukaan
LUD 1948, karena hakikat Pembukaan UUD merupakan kaidah fundamantat negara. Perubahan lainmya
berkaflan dengan relasi kekuasaan eksekutlf dan legislatif, Selamaini, UUD 1945 bemuansa executive
heavy. Dominasi kekuasaan eksakutif dalam UUD 1945 lerihat sstidaknya pads Pasal 5 ayal (1), yang
menyatakan hahwa Presiden memegang kekuasaan membenluk undang-undang, Konsekuensi pengaturan
yang demikian tu memyebabkan masukiya Tilervensi’ kekuasaan ekselatil ke dalam semua kelembagaan
negara. Setetah diakukan penbahan D 1945, bukannya tordad keseimbangan antara kel ssaan ekselagf
dan legislalff, tetapt kekasaan negara jusiru bergeser ke arah penguatan leghslalit atau biasa disebut legisla-
v heavy.

Salah satu konsekuensi logis dar Perubahan UUD 1948, adanya parubshan kelembagaan hegara,
termasyk di demerya adalah MPR. Melakd perubahantersebut MPR telah mendekensinuks| diinyamanjadi
parlernen soft bicameral atau bahkan ada yang menyebulnya inkemeral Akibat dan nenibahan strokiur dan
kelembagaan MPR tersebut, dilakukan peninjauan terhadap maleri dan status hukum Ketelapan MPR/S.
Hal itu dilakukean karena telah ada kesepakatan untuk menghapuskan Kzletapan MPR/S sebagai sumber
hukum o Indonesia.

Jurnal Hukum edis| kalt inf akan mer:gatengahkan berbagai perecalan aktual ¢ bidang hutum
kelatanegaraan yang muncul pasca amandemen sebagal tema utama, serta beberapa parsoaian hukum
|zinyang mensarik urtuk disimak sebagal artike! iepas.

Alkhirmya, kami atas nama redaksi Jurmal Hulaan berharap mudah-mudahan lomaran ide dan analisis
yang ingn diwacanakan dalam jumel ini dapat bermantaat dan menambah minat pembaca untuk lebh
mendalami berbagai persoaian tersebut. Amin,

Bilkahittauhn wel hideyah
Wassabamu afafum wiwd,
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